=

N

Wiap Ly

AT ks

TR

o'l




PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
KEPENTINGAN UMUM
(Stedi Kasus Pembanganan Muara Pasia Nan Tigo Kecamatan Koo Tangall)

Raynaldo Havara Nunvai. 03140149, dibawah bimbingan
Hj. Murmi, SH. dan Azmi Fendn, SH.MH
Program Kekhususan Hukum Administrasi Nepara Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang, 2007

ABSTRAK

Penchiian imi berlujuan uniuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanal
untuk pembanpunan kepentingan umum khosusoya terbadap pembangunan Muara
Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah dalam rangka Padang Area Flood
Fraject (111} yang direncanakan sejak 2001,

Metade yang digunakan dalam melakokan penelitian ini adalah metode
yuridis normatil dengan pendekatan studi kasus, Dengan melakukan penelitian
terhadap bahan hukum dan data hukum vang diperoleh dari lapangan dan instansi
vang terkait dengan proses pengadaan tanah, Dalam membuat kesimpulan penulis
melakukan teknik pengolahan data secara analisis kualitatif berupa uraian penulis
berdasarkan pada perundang-undangan, pandangan pakar,

Hasil penelifian menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah seluas 3 ha di
Eecamatan Koto Tangah dalam rangka pembangunan Muara Pasia WNan Tigo.
mempakan salah satu bentuk pembangunan kepentingan umum  berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo. Peraturan Presiden Momor 36
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bapi Pelaksanaan Pembanpunan untuk
Kepentingan Umum. Pelaksanaan pengadaan tanah di area pembangunan dalam
wilayah Kota Padang i pembentukan Panitia Pengadasn Tanah dilakukan
berdasarkan SK Walikota Mo. 02.A Tahun 2007, Proses dan tahapan pengadaan
tanab temsebut dilaksanakan melalul pelepasan hak atas tanah dan penerapan
musyawarah mufakat, dengan memberikan ganti kerupian vang dapat diferima
oleh pemilik tanah. Besarnya nilai dasar ganti kerugian terhadap tanah, tanaman
dan bangunan  diatasnya wu dilakukan oleh Lembaga Penilai  Independen.
Sedangkan penetapan besarnya panti kerugian dilakuken oleh Panitia Penpadaan
Tanah. Proses penpgadaan tansh untuk pembangunan Muara Pasia Nan Tigo elah
dilaksanakan pada periode Februari - Juni 2007, dengan tahapan sosialisasi,
inventarisasi, rapat panitia don pemilik tanah sampai pada neposiasi dan
perrbavaran ganti rugi. Maka terhadap ganti kerugian vang diterima ini ditetapkan
berdasarkan pada penghormatan lerhadap hak-hak atas tanah, fungsi dan nilai
sosial ckonomis tanah bagt pemilik tanah untuk melanjutkan kehidupan,
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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai nilai dan peran terpenting dalam kehidupan manuosia.
Disatu sisi tanah berfungsi sebapgai tempat mencari kebutuban hidup atau
tempat berusaha, tempat bermukim dan bersemayam bagi manusia yang telsh
meninggal dunia, Dalam pandangan bangsa [Indonesia, tanah bersifat relipios
dan magis ini memberikan rasa tenteram dan damai bagi jiwa pemiliknya,
tetapi dapat pula menimbulkan kegoncanpan-kegoncangan dalam masyarakat.
serta fidak kalah penting bahwa tanah juga menimbulkan hambatan bagi
pelaksanaan pembangunan.

Dalam suasana pembmgunzm vang semakin pesat. masalah tanah menjadi
fal yvang sangal rentan wnfuk terfadi, pada akhimya sebagian besar barus
diselezaikan melalui pengadilan, Dan dalam kota besar kit sering menemukan
konflik antara pemerintah  kofa dan scbagian warga kota. Khususnya dalam
peruntukan tanah, kenflik antara kepentingan ckonomi dan kepentingan sosial,
juga antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan, disamping teniu
sajn konflik antar omng sendiri.' Dengan demikian, arti pembangunan
mencakup  pertumbuhan dan perubahan.  Perubahan  fersehut  melipui

rerubaban  sosial, ekonomi, <dean kultural. sena bersifmt  kualitatif dan

kuantitail. Dengan konsep utamanya adalah perbaikan mutu kehidupan.

Addma Buyung Masution. SH dalam LOKAKARY A PEMUKIMAN PPMPL-DET Jakarla dan
FTUN Jurusin Arsitektur. 26 - 28 September 1978, Dapat dijumpai pula pada Ir.Fko Dudibardjo,
b 5c (1984), Sejumlah Masalah Pemukiman Kota. Randumg ; Alumni, hlm.33,



Timbulnya masslah-masalah tanah tersebut bukan disehabkan tduk
adanya peraturan perundang-undangan vang memada, atau tidak ada manusia
vang melaksanakan undang-undang. Tetapi dikarenakan kurang menguasai
dan  menghayati - bidang  agraria atau  perfanaban, sehingpa  dalam
pelaksanaannya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan vang
berlaku. Maka dalam hal ini, diperlukan cara pandang dan pala pikir vang
teraral.”  Permasalahan tansh vang terjadi sekarang ini jupa dikarenakan
semangat ULPA kurang dipatuhi, Tanah yvang scharusnya untuk kepentingan
mensejablerakan rakyat dan berfungsi sosial, temvata dijadikan komoditi
dagang. Persoalan pertanahan terjadi karena kebijakan masa laly yang
cenderung  mengutamakan  kepentingan kelompok  tertentu dan kurang
memperhatikan kepentingan rakyvat,?

Dhidalam Undang- Uridang  No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dhasar
Pokok-okok Apraria (ULPA) pada pasal |, menyatakan -

Ayat (1) Seluruh wilayah Indoncsia adalah kesatuan tanah air dari selurub
rakyat Indonesia yang bersatu sehagai bargsa Indonesia,

Avat (2) 0 Seluruh bami, air dan ruang angkass 1ermasuk kekayaan alam vang
terkandung didalamnya dalam wilayah Republik [ndonesia sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan reang angkass

bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Tom salindehe (1993). Masalab Tenah Dalam Pembanmunae, Tnkarto: Sinar Grafike, hin 4.
Pendapat Soerjadi Soedirfa dapal dijumpai pula pada Beedi Harsonn (2002), Hukan Agrariz
donesia; Himpunan Peratusan - Perztoran Hokum Tarah, Jakarta: Diem botan. hlimx %
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PENLUTUP

Kesimpulan

Drari proses pengadaan tanah untuk pembangunan Muara Pasia Nan Tigo

diatas maka dapat disimpulkan :

1. Tata cara pengadaan tanah untuk pembangunan Muara Pasia Nan Tigo
didasarkan pada 1717 No 5 Tahun 1960 dan Peraturan Presiden No.63

Tahun 2(06 jo. Peraturan Presiden No.36 Tabun 2003

b

[alam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Muara Pasiz Non
Tigo, Panitia Pengadaan Tanah mengutamakan musyawarah mufakat,
i, kendala vang dibadapi adalab wakiu yanp dibotuhkan dalam proses
pengadann tanah menjadi lebil lama, Dikarenakan permasalahan
internal pemilik tznah dan hesaran nilai gant kerugian, Upayva terakhir
pengadaan tanah yang termasuk pembangunan untuk kepentingan
urnum i, dapat dilakukan upaya pencabutan hak atas tanah,
Saran-saran
Panitia Pengadaan Tanak dapar berperan lebik akaf memberikan
pengarahan dan pemahbaman terhadap pentingnya tanah yang dipunakan
dalum pembangunan, sehingea program Padang Area Flood Project (11
dapat terlaksana dengan baik. Dan pembangunan untuk kepentingan umum
i dalam  seliap  proses  pengacdaan  anahnva  dilakukan dengar

musyawarah, serta terbukanya informasi kepada  masvamaka,
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